
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM SEKOLAH 

PEREMPUAN CAPAI IMPIAN DAN CITA-CITA (SEKOPER CINTA) DI 

KELURAHAN MUSTIKASARI KOTA BEKASI 

Aisyah Rifdah Rellya, Amni Zarkasyi Rahman, 

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro 

Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269 

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405 

Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id 

 

ABSTRACT 

The Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita program is an initiative of the West Java 

Provincial Government that aims to increase women’s capacity in various aspects, including 

economy, health, and education. This study aims to determine the extent to which the principles 

of Collaborative Governance are applied by using Ansell dan Gash’s indicators, namely initial 

conditions, institutional design, leadership and collaborative processes. As well as describing the 

things that become drivers and inhibitors by using the 5M theory in the context of management. 

The research method used is a qualitative-descriptive approach, with data collection techniques 

through observation and interviews. The results show that the Sekoper Cinta program ini 

Mustikasari Village has reflected several elements of Collaborative Governance, such as multi-

stakeholder involvement, good communication between actors, common understanding, and 

shared commitment. The Sekoper Cinta program has had a positive impact on participants, 

especially in terms of increased awareness of women’s rights, entrepreneurial skills, and access 

to health and education information. However, there are still challenges in the implementation of 

the Sekoper Cinta program, such as limited resources, the lack of involvement of the private 

sector, and program sustainability after the program is over.  
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ABSTRAK 

Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita merupakan inisiatif Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai 

aspek, termasuk ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana prinsip-prinsip Collaborative Governance diterapkan dengan menggunakan 

indikator milik Ansell dan Gash yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan 

proses kolaboratif. Serta mendeskripsikan hal-hal yang menjadi pendorong dan penghambat 

dengan menggunakan teori 5M dalam konteks manajemen. Metode penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan 

wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sekoper Cinta di Kelurahan 

Mustikasari telah mencerminkan beberapa elemen Collaborative Governance, seperti 

keterlibatan multi-stakeholder, komunikasi yang baik antar aktor, pemahaman yang sama, serta 

komitmen bersama. Program Sekoper Cinta ini memberikan dampak positif bagi peserta, 

terutama dalam peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan, keterampilan wirausaha, serta 

akses terhadap informasi kesehatan dan pendidikan. Namun masih terdapat tantangan dalam 

pelaksanaan program Sekoper Cinta, seperti keterbatasan sumber daya, belum terlibatnya sektor 

swasta, dan kesinambungan program setelah program selesai.  

 

Kata Kunci: Sekoper Cinta, Pemberdayaan Perempuan, Collaborative Governance, 5M, 

Manajemen. 



Pendahuluan 

 

Perempuan merupakan unsur penting 

dalam kehidupan masyarakat terutama 

dalam pembangunan di Indonesia, baik 

dalam bidang pendidikan, ekonomi, 

kesehatan, politik, dan sosial. Kondisi 

perempuan perlu mendapat perhatian penuh 

dari pemerintah Indonesia. Sayangnya di 

Indonesia, para perempuan dihadapkan 

dengan berbagai permasalahan Bias gender 

tentu saja akan menjadi kendala dalam 

menciptakan kesetaraan dan keadilan 

gender, yang ditunjukkan dengan tidak 

adanya ketimpangan gender, dan dengan 

sehingga mereka dapat mengakses peluang 

untuk berkontribusi, dan kontrol atas 

pembangunan serta meraih manfaat yang 

setara dan adil dari pembangunan (Rahayu, 

2022). 

Pada dasarnya, perempuan memiliki 

peran dalam pembangunan nasional. 

Perempuan bukan hanya bertugas untuk 

memajukan dirinya sendiri dan keluarganya 

saja, tetapi juga memiliki peran dalam 

pembangunan negara terutama dalam sektor 

perekonomian. Menurut data dari Badan 

Pusat Statistik tahun 2021, sebanyak 64,5 

persen dari total Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) di Indonesia dikelola 

oleh perempuan. Maka, perempuan 

diharapkan mampu untuk meningkatkan 

perekonomian dengan keterlibatannya. 

Peningkatan keikutsertaan dan peran 

perempuan dalam proses pembangunan 

negara juga termasuk kedalam salah satu 

tujuan Sustainable Development Goals ke-5 

yaitu mencapai kesetaraan gender dan 

memberdayakan kaum perempuan. Dalam 

mencapai kesetaraan gender salah satu usaha 

yang memungkinkan untuk dilakukan yakni 

melalui pelaksanaan program pemberdayaan 

masyarakat di kalangan perempuan.  

Kota Bekasi merupakan salah satu kota di 

provinsi Jawa Barat yang memiliki program 

pemberdayaan perempuan. Berikut 

merupakan data In Indeks Pemberdayaan 

Gender (IDG) Kota Bekasi Tahun 2018-

2021 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi 

Jawa Barat, 2023 

Merujuk pada data tersebut, indeks 

pemberdayaan gender di Kota Bekasi 

bergerak naik turun. Kondisi itu 



mengindikasikan bahwa pemberdayaan 

masyarakat bagi kaum perempuan yang 

diimplementasikan oleh pemerintahan 

setempat masih kesulitan dilaksanakan 

dengan optimal dan berkelanjutan. Maka 

perlu dioptimalkan kembali dan diperkuat 

dengan berbagai jenis agenda yang 

diimplementasikan melalui pemberdayaan 

perempuan.  

Kelurahan Mustikasari merupakan 

salah satu Kelurahan yang ditunjuk oleh 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk 

melaksanakan program pemberdayaan 

perempuan. Berikut merupakan data 

kemiskinan Kelurahan Mustikasari: 
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han Mustikasari, 2024 

Data tersebut menunjukkan adanya 

kenaikan jumlah penduduk miskin di 

Kelurahan Mustikasari, yang membutuhkan 

perhatian dan upaya penanganan lebih lanjut 

untuk mengurangi angka kemiskinan di 

wilayah tersebut. Berdasarkan keadaan 

tersebut, diperlukannya program 

pemberdayaan perempuan.  

Salah satu program pemberdayaan 

yang telah dijalankan di wilayah Jawa Barat 

adalah program Sekolah Perempuan Capai 

Impian dan Cita-Cita atau biasa dikenal 

dengan Sekoper Cinta. Program ini 

merupakan salah satu upaya untuk 

memberdayakan perempuan yang 

diluncurkan pada tahun 2018. 

Dalam pelaksanaannya, program ini 

membutuhkan dukungan dari berbagai 

pihak, termasuk pemerintah daerah, 

organisasi masyarakat, sektor swasta, 

komunitas lokal, serta universitas. Oleh 

karena itu, pendekatan Collaborative 

Governance menjadi relevan dalam 

memastikan program ini berjalan secara 

efektif dan berkelanjutan. Namun, 

implementasi Collaborative Governance 

dalam Sekoper Cinta tidaklah mudah karena 

menghadapi beberapa tantangan, salah 

satunya kurangnya keterlibatan efektif dari 

berbagai aktor. Selain itu, rendahnya 

partisipasi perempuan dalam program, 

dimana masih banyak peserta yang tidak 

Data Kemiskinan Kelurahan 

Mustikasari 

2021 2022 2023 

814 814 1.396 



mendapatkan akses dan informasi mengenai 

program ini. Hal ini dapat terjadi karena di 

beberapa wilayah mengalami kendala akses 

informasi dan partisipasi, terutama di daerah 

dengan infrastruktur komunikasi yang 

kurang memadai. Lalu terdapat kendala pada 

saat pemasaran dimana terkadang produk 

yang sudah jadi tersebut tidak jelas 

pemasarannya karena tidak ada wadah yang 

menangani urusan tersebut. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran yang sistematis, factual, dan 

akurat. Metode penelitian ini disusun untuk 

mengumpulkan data deskriptif yang akan 

dituangkan dalam bentuk laporan mengenai 

Collaborative Governance diterapkan dalam 

program Sekolah Perempuan Capai Impian 

dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) di Kota 

Bekasi. Adapun lokus tempat dan wilayah 

dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 

Kelurahan Mustikasari di Kota Bekasi. 

Kemudian untuk fokus penelitian ini adalah 

Collaborative Governance diterapkan dalam 

program Sekolah Perempuan Capai Impian 

dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) di Kota 

Bekasi. Informan dipilih berdasarkan teknik 

purposive sampling. Selain itu, pemilihan 

informan juga mempertimbangkan aspek 

keterkaitan informan dengan topik dan 

program yang penulis ambil. Hal ini 

dilakukan agar data yang diperoleh lebih 

relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan 

penelitian. Untuk pengumpulan data 

menggunakan jenis data primer dan 

sekunder dengan teknik pengumpulan data 

triangulasi. Selain itu, untuk menganalisis 

dan melakukan interpretasi data dengan tiga 

tahap yaitu Reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

Hasil Pembahasan 

Penelitian ini pada dasarnya melakukan 

analisis bagaimana collaborative 

governance diterapkan dalam program 

Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-

Cita (Sekoper Cinta) di Kota Bekasi 

khususnya di lokasi binaan Kelurahan 

Mustikasari. Data untuk penelitian ini 

dikumpulkan melalui studi pustaka serta 

informasi yang didapatkan melalui 

informan. Data hasil penelitian disajikan 

dalam bentuk kalimat serta pernyataan 

informasi yang disampaikan oleh para 

informan pada sesi wawancara. Dari hasil 

wawancara tersebut Peneliti tuangkan ke 

dalam bentuk penelitian kualitatif yang akan 

menggambarkan fenomena yang ditemukan 

di lapangan. 



Collaborative Governance dalam 

Program Sekolah Perempuan Capai 

Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) di 

Kelurahan Mustikasari 

Program Sekoper Cinta merupakan salah 

satu bentuk upaya pemberdayaan perempuan 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Bekasi dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan perempuan. 

a. Kondisi Awal 

      Kondisi awal menjadi titik mula 

terjadinya pengaruh proses kolaborasi yang 

mendorong para stakeholder memiliki target 

yang sama guna memecahkan permasalahan 

yang ingin dipecahkan. Pengaruh dari masih 

adanya perempuan-perempuan yang belum 

mumpuni di berbagai bidang. Dimana 

dengan tidak berdayanya seorang 

perempuan dapat melahirkan banyak 

permasalahan sosial. Maka dibentuklah 

Program Sekolah Perempuan Capai Impian 

dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) yang 

dilaksanakan pada wilayah-wilayah yang 

tertinggal. 

Hasil penelitian ini selaras dengan 

teori milik Ansell dan Gash dimana salah 

satu kondisi yang melatarbelakangi kerja 

sama antara pemangku kebijakan yakni 

ketidakseimbangan antara kekuatan dan 

sumber daya manusia. Menyadari bahwa 

program ini membutuhkan kerjasama untuk 

mencapai target yang diharapkan maka 

Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan 

Anak Kota Bekasi turut menggandeng 

beberapa pihak guna menyukseskan 

program ini.  

Program ini diinisiasi oleh Dinas 

Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota 

Bekasi dengan menggandeng pihak 

Kelurahan Mustikasari, dan Fasilitator. 

Fakta dilapangan menyebutkan bahwa 

program ini belum melibatkan pihak swasta 

dalam kerja samanya. Program ini juga 

belum melibatkan pihak univeritas sebagai 

salah satu mitra strategis. 

Pada awalnya kondisi awal ini 

menemui beberapa kendala, seperti tidak 

ketidaksiapan masyarakat dimana mereka 

enggan untuk di data karena mereka mengira 

bahwa program ini sama dengan sekolah 

formal. Kendala selanjutnya yakni 



keterbatasan waktu dari peserta ibu-ibu yang 

mengikuti program karena mereka memiliki 

kesibukan masing-masing entah menjadi Ibu 

Rumah Tangga atau pekerjaan lainnya. Tak 

hanya itu, tantangan lainnya yakni 

partisipasi maksimal dari semua peserta, 

terutama yang mengalami buta huruf. Serta, 

perbedaan tingkat daya tangkap masing-

masing peserta terkait materi yang diberikan 

mengingat kualitas Sumber Daya Manusia 

yang beragam. 

b. Desain Kelembagaan 

      Program Sekoper Cinta didukung oleh 

dasar hukum yang kuat dan jelas untuk 

memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan 

temuan penelitian program ini berlandaskan 

pada regulasi yang tegas, yakni Keputusan 

Wali Kota Bekasi Nomor 260/KEP.36.A-

DPPPA/I/2022 yang menunjuk Lokasi 

Kegiatan Sinergitas Program Terpadu 

Peningkatan Peranan Wanita Menuju 

Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kota Bekasi 

Tahun anggaran 2022. Serta Peraturan 

Gubernur Jawa Barat terkait Sekolah 

Perempuan. Keputusan Wali Kota tersebut 

menyatakan bahwa Kelurahan Mustikasari 

ditunjuk sebagai lokasi Lokasi Kegiatan 

Sinergitas Program Terpadu Peningkatan 

Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan 

Sejahtera di Kota Bekasi Tahun anggaran 

2022, dimana program Sekoper Cinta ini 

merupakan salah satu program yang masih 

termasuk dalam Program Terpadu 

Peningkatan Peranan Wanita Menuju 

Keluarga Sehat dan Sejahteran (P2WKSS).  

Keberadaan regulasi dan SK ini 

memastikan bahwa pelaksanaan program 

Sekoper Cinta memiliki landasan hukum 

yang jelas untuk mewujudkan tujuan 

pemberdayaan perempuan yang lebih 

inklusif dan terarah. Di sisi lain, adanya 

dasar hukum yang jelas juga berfungsi 

sebagai alat pengawasan yang efektif. 

Dengan adanya regulasi dan SK, setiap 

kegiatan yang dilakukan dalam rangka 



pelaksanaan program Sekoper Cinta dapat 

dipantau dan dievaluasi secara transparan. 

Hal ini penting untuk memastikan bahwa 

program tersebut tidak hanya berjalan sesuai 

rencana, tetapi juga memberikan hasil yang 

maksimal sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Temuan penelitian ini 

mengungkapkan bahwa transparansi 

memainkan peran kunci dalam mendukung 

proses kolaboratif dalam program Sekoper 

Cinta. Proses monitoring dan pelaporan 

yang dilakukan secara rutin oleh berbagai 

pihak, seperti staf kelurahan, ibu-ibu PKK, 

dan dinas terkait menunjukkan adanya 

keterbukaan informasi yang terbentuk antar 

stakeholder. Kelurahan bertindak sebagai 

penerima laporan dan dokumentasi terkait 

dengan pelaksanaan program, sementara 

pihak dinas memberikan informasi yang 

jelas dan terbuka mengenai kegiatan yang 

telah dilaksanakan. Fasilitator juga terlibat 

aktif dalam memastikan adanya transparansi 

ini, dengan melaporkan perkembangan 

kegiatan yang mereka jalankan kepada 

Dinas.  

c. Kepemimpinan 

      Penelitian menunjukkan bahwa 

kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala 

Dinas selaku penyelenggara kebijakan dapat 

dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan hasil pernyataan dari 

beberapa staf Dinas, Staf. Kepala Dinas 

berhasil menciptakan ruang bagi kolaborasi 

yang inklusif dengan mendukung semua 

pihak yang terlibat, baik dari aspek 

kebijakan, pembiayaan, hingga penyediaan 

sarana dan prasarana pendukung. 

. Ketersediaan fasilitasi tidak hanya 

mencakup kepemimpinan, tetapi juga 

mencakup dukungan sumber daya. 

Fasilitator tidak hanya mengajarkan materi, 

tetapi juga menjadi pendamping yang 

mendukung peserta dalam meningkatkan 

kapasitas mereka, baik secara teori maupun 



praktik. Dari hal tersebut, kepemimpinan 

fasilitatif juga tercermin dalam cara 

fasilitator melaksanakan tugasnya. 

Dukungan yang diberikan pihak 

Dinas adalah berupa sarana dan prasarana 

penunjang kebutuhan program seperti mesin 

jahit dan peralatan memasak. Bantuan ini 

diberikan kepada kelompok peserta untuk 

mendukung praktik keterampilan yang telah 

diajarkan. Langkah ini menunjukkan 

komitmen program dalam memfasilitasi 

peserta untuk memulai atau 

mengembangkan usaha mandiri, sehingga 

dapat meningkatkan kemandirian ekonomi 

dan kesejahteraan keluarga. 

d. Proses Kolaboratif 

1. Dialog Tatap Muka 

Pihak Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

mengadakan rapat koordinasi dengan pihak 

kelurahan yang ditunjuk melalui Surat 

Keputusan (SK) Wali Kota yang dilakukan 

untuk memastikan bahwa program ini 

memiliki dukungan administratif yang 

memadai. Koordinasi dengan Kelurahan 

Mustikasari diperlukan guna mencari dan 

pendataan peserta, menyusun rundown 

kegiatan, penentuan lokasi pembelajaran, 

dan monitoring hasil kegiatan.  

Pada proses awal ini juga melibatkan 

rapat koordinasi untuk menunjuk 10 

fasilitator yang bertindak sebagai tutor 

pengajar. Para fasilitator kemudian 

mengikuti pelatihan di tingkat Provinsi Jawa 

Barat untuk membekali mereka dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang relevan 

sebelum terjun ke masyarakat. Tak hanya 

melakukan komunikasi dengan pihak 

Kelurahan, pihak dinas juga melakukan 

komunikasi dengan pihak Fasilitator terkait 

waktu pelaksanaan dan monitoring 

pembelajaran.  

Pihak Dinas juga memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat sebagai 

langkah awal dalam pengenalan program 



Sekoper Cinta. Sosialisasi program ini juga 

didukung oleh pihak RT, RW, dan Kader. 

Penyuluhan ini merupakan merupakan 

langkah penting untuk menghilangkan 

miskomunikasi dan menciptakan 

pemahaman bersama.  

2. Membangun Kepercayaan 

Langkah membangun kepercayaan 

yang diterapkan dalam kolaborasi terkait 

pemberdayaan perempuan melalui program 

Sekoper Cinta dapat dilihat dari upaya pihak 

Dinas dalam memberikan pemahaman 

kepada para peserta mengenai konsep 

sekolah informal. Hal ini dilakukan karena 

pada awalnya para peserta enggan untuk 

didata untuk mengikuti program ini, mereka 

beranggapan bahwa program ini sama 

seperti sekolah formal yang memberikan 

tugas atau ujian sehingga mereka takut tidak 

lulus. Berkat upaya dan dedikasi pihak 

Dinas dalam memberikan edukasi kepada 

masyarakat tentang konsep dari program 

Sekoper Cinta mereka jadi bersedia bahkan 

semangat untuk mengikuti kegiatan dari 

program ini.  

Dalam membangun kepercayaan 

masyarakat, pendekatan yang digunakan 

adalah dengan memberikan rasa percaya diri 

dengan menekankan bahwa semua peserta 

mampu mengikuti kegiatan hingga lulus. 

Pihak Dinas dan Fasilitator berperan penting 

dalam menciptakan suasana mendukung, 

dengan memastikan bahwa penyampaian 

informasi dilakukan secara positif dan tidak 

menimbulkan rasa takut.  

Upaya dalam membangun 

kepercayaan juga dilakukan dengan cara 

melakukan monitoring secara langsung 

(terjun ke lapangan) dan tidak langsung 

(menerima laporan dari lapangan) sebagai 

cerminan dari proses membangun 

kepercayaan karena menunjukkan 

keseriusan, komitmen, dan dedikasi yang 

tinggi dalam menjalankan program. 

Pendekatan ini menciptakan rasa percaya 

yang lebih mendalam di antara para 



stakeholder, memperkuat kolaborasi, dan 

memastikan program diimplementasikan 

secara baik. 

3. Komitmen Pada Proses 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwasanya dari setiap stakeholder sudah 

saling memahami terkait komitmen dalam 

setiap proses kerja sama dalam 

pemberdayaan perempuan melalui program 

Sekoper Cinta. Hal ini dapat dibuktikan 

melalui tindakan nyata seperti pelaksanaan 

kegiatan dan pemantauan hasil kegiatan. 

Meskipun tidak ada komitmen formal dalam 

bentuk dokumen tertulis, para stakeholder 

menunjukkan komitmen mereka melalui 

partisipasi aktif dan pengawasan terhadap 

kegiatan yang dilaksanakan.  

Komitmen pihak Dinas lebih bersifat 

tugas dan tanggung jawab profesional yang 

didorong oleh perintah pimpinan. Komitmen 

ini mencerminkan bentuk kepatuhan 

terhadap arahan organisasi atau instansi. 

Komitmen dari pihak Fasilitator sendiri bisa 

dilihat dari memberikan waktu, tenaga, 

bahkan pikiran untuk membantu 

melaksanakan program ini. Untuk dari pihak 

masyarakat sendiri, bentuk komitmen 

ditunjukkan dengan mengikuti pembelajaran 

dengan cermat.  

4. Kesamaan Pemahaman 

Hasil penelitian ini kesamaan 

pemahaman diwujudkan dalam hal bahwa 

para stakeholder yang terlibat sudah saling 

memahami visi dan misi yang ingin dicapai. 

Mereka paham bahwa program Sekoper 

Cinta memiliki tujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan ibu-ibu peserta tentang 

pemahaman gender dan pemberdayaan 

ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya 

keselarasan tujuan antara pihak pelaksana 

dan peserta dalam mendukung 

pemberdayaan perempuan melalui 

peningkatan kapasitas pengetahuan dan 

ekonomi. 



Program Sekoper Cinta juga sejalan 

dengan arahan dari tingkat provinsi, yaitu 

pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi 

untuk menjadi mandiri dan meningkatkan 

perekonomian keluarga. Kesamaan visi dan 

misi ini menciptakan kerangka kerja yang 

jelas dan terarah bagi semua stakeholder 

dalam pelaksanaan program. Tak hanya 

sejalan dengan arahan dari tingkat provinsi, 

program Sekoper Cinta juga merupakan 

kepanjangan tangan langsung dari kebijakan 

tingkat provinsi. Hal tersebut menunjukkan 

adanya keselarasan antara kebijakan 

pemerintah daerah dan provinsi yang 

memberikan arah strategis dalam 

pelaksanaan program untuk mencapai tujuan 

pemberdayaan perempuan.  

5. Hasil Sementara 

Dalam penelitian ini, hasil sementara 

yang diperoleh dari proses kolaborasi antar 

stakeholder dalam program Sekoper Cinta di 

Kelurahan Mustikasari yakni para peserta 

program memiliki keterampilan dalam 

berbisnis hingga dapat memulai usaha 

sendiri yang pada akhirnya membantu 

meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. 

Perubahan signifikan tersebut terwujud 

dalam peran wanita dalam masyarakat 

meningkat, dan membawa dampak positif 

terhadap kesejahteraan keluarga.  

Program Sekoper Cinta berhasil 

memberikan dampak positif bagi peserta 

yang sudah memiliki usaha. Melalui 

pelatihan yang diberikan, mereka semakin 

termotivasi untuk mengembangkan usaha 

mereka lebih lanjut. Peserta yang sudah 

memiliki usaha sendiri kini lebih percaya 

diri dalam mengelola bisnis dan mencari 

peluang pemasaran. 

Program Sekoper Cinta memberikan 

dampak positif bagi peserta, terutama dalam 

meningkatkan kemandirian ekonomi dan 

kualitas hidup. Ibu-ibu yang sebelumnya 

hanya menghabiskan waktu di rumah kini 

mampu menghasilkan uang dan belajar 

menabung. Program Sekoper Cinta ini 



berhasil meningkatkan motivasi dan 

semangat peserta dalam menjalani tugas-

tugas rumah tangga. Melalui pelatihan dan 

pemberian pengetahuan, peserta merasa 

lebih percaya diri dan memiliki pemahaman 

yang lebih baik dalam mengelola rumah 

tangga. Hal ini menunjukkan bahwa 

peningkatan pengetahuan tidak hanya 

berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga 

pada kualitas kehidupan sehari-hari dan 

peran perempuan dalam keluarga.  

Walau memberikan kontribusi yang 

positif bagi para peserta, sayangnya program 

ini tidak memiliki keberlanjutan. Meskipun 

peserta program Sekoper Cinta sudah 

memiliki soft skills dasar, seperti 

keterampilan menjahit dan pengetahuan 

tentang pemasaran, kekurangan yang 

ditemukan adalah kurangnya keberlanjutan 

dalam penerapan keterampilan tersebut. 

Setelah tahun anggaran berakhir, kegiatan 

ini cenderung berhenti tanpa adanya 

dukungan lanjutan atau upaya memotivasi 

peserta agar terus berkembang. 

Faktor Pendorong dan Penghambat 

Collaborative Governance 

a. Man 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

fasilitator program Sekoper Cinta mayoritas 

berasal dari individu yang memiliki 

pengalaman sebagai guru TK atau PAUD. 

Latar belakang ini menjadi keunggulan 

tersendiri karena mereka telah terbiasa 

mengelola kelas, menyampaikan materi 

dengan cara yang mudah dipahami, serta 

berinteraksi secara efektif dengan peserta. 

Kemampuan ini membantu mereka 

menjalankan peran sebagai fasilitator 

dengan baik, khususnya dalam 

mendampingi dan meningkatkan kapasitas 

para peserta yang terlibat dalam program. 

Hasil penelitian juga mengungkapkan 

bahwa sebelum pelaksanaan program 

Sekoper Cinta, dilakukan pelatihan khusus 

bagi fasilitator yang terpilih. Para fasilitator 



ini mengikuti pembinaan intensif yang 

diselenggarakan di Bandung. Selama 

pelatihan, mereka mempelajari secara 

mendalam modul-modul yang dirancang 

khusus untuk program ini. Pelatihan tersebut 

bertujuan untuk memastikan bahwa 

fasilitator memiliki pemahaman yang 

komprehensif mengenai materi yang akan 

disampaikan serta mampu mendampingi 

peserta. 

b. Machine 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kolaborasi dalam program Sekoper Cinta 

berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini 

didukung oleh keaktifkan serta pemahaman 

yang mendalam dari semua stakeholder 

yang terlibat. Penggunaan teknologi menjadi 

salah satu faktor kunci yang mendukung 

kelancaran komunikasi dan pelaksanaan 

kegiatan, memungkinkan informasi dapat 

diakses dengan mudah dan dipahami oleh 

semua pihak. Kemajuan teknologi, seperti 

penggunaan aplikasi pesan instan, telah 

menciptakan saluran komunikasi yang lebih 

efisien dan fleksibel. Grup WhatsApp, 

misalnya, digunakan untuk menyebarkan 

informasi, mengatur jadwal, mendiskusikan 

isu-isu terkait program. Hal ini tidak hanya 

mempermudah koordinasi antar stakeholder 

yang muncul selama pelaksanaan program. 

Teknologi ini memungkinkan para fasilitator 

dan peserta tetap terhubung meskipun 

terdapat keterbatasan waktu atau jarak.  

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi 

antar stakeholder dalam program Sekoper 

Cinta berlangsung dengan baik dan tanpa 

hambatan. Komunikasi yang terbuka dan 

lancar memainkan peran yang sangat 

penting dalam memastikan bahwa informasi 

dan koordinasi antara pihak-pihak yang 

terlibat dapat berlangsung dengan efektif, 

yang pada gilirannya mendukung 

kesuksesan kolaborasi tersebut.  

c. Method 



Setiap stakeholder memiliki peran dan 

tanggung jawab yang berkontribusi pada 

keberhasilan program. Pihak (DP3A) 

memiliki peran sentral sebagai pelaksana 

utama kegiatan program Sekoper Cinta. 

Sebagai pihak yang merancang dan 

menginisiasi program, DP3A bertanggung 

jawab atas perencanaan, penyediaan 

anggaran, serta kebijakan strategis yang 

menjadi dasar pelaksanaan. Peran ini 

menjadikan DP3A sebagai otoritas utama 

yang memastikan seluruh elemen program 

berjalan sesuai tujuan pemberdayaan 

perempuan yang telah ditetapkan. Selain itu 

DP3A juga berfungsi sebagai penghubung 

antara pemerintah daerah dan pihak-pihak 

lain yang terlibat. 

Kelurahan Mustikasari memiliki peran 

sebagai pemantau yang memastikan 

program dapat berjalan dengan baik di 

wilayahnya. Sebagai perwakilan pemerintah, 

kelurahan bertugas mendukung pelaksanaan 

teknis, memfasilitasi kebutuhan 

administratif, serta menjadi mediator DP3A 

dan masyarakat. 

Sementara itu, fasilitator memiliki 

peran sebagai pelaksana lapangan yang 

bertanggung jawab langsung atas 

pelaksanaan kegiatan program. Mereka 

menjadi ujung tombak yang menjalankan 

berbagai aktivitas edukasi dan 

pemberdayaan di tengah masyarakat. 

Sebagai pihak yang terjun langsung ke 

lapangan, fasilitator bertugas menyampaikan 

materi, memberikan pelatihan, serta 

mendampingi peserta dalam menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh selama program berlangsung.  

Di sisi lain, masyarakat yang menjadi 

peserta program memiliki peran ganda 

sebagai objek sekaligus subjek dalam 

pelaksanaan program ini. Sebagai objek, 

mereka menjadi sasaran utama yang 

diberdayakan melalui berbagai kegiatan dan 

pelatihan. Namun, sebagai subjek 

masyarakat juga berperan aktif dalam 



menentukan keberhasilan program melalui 

partisipasi, komitmen, dan kontribusi 

mereka selama kegiatan berlangsung. 

d. Money 

Pendanaan program Sekoper Cinta di 

Kota Bekasi lebih banyak bertumpu pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kota Bekasi dibandingkan dengan 

alokasi dana dari tingkat provinsi. Salah satu 

alasan utama dari kebijakan ini adalah 

karena alokasi dana dari Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat lebih kecil 

dibandingkan milik Pemerintah Kota 

Bekasi. Dengan mengandalkan APBD kota, 

program ini berjalan lebih optimal dan 

disesuaikan dengan kebutuhan daerah, 

sehingga memastikan pelaksanaan yang 

lebih efektif dan berkelanjutan. 

Keputusan untuk menggunakan APBD Kota 

Bekasi dalam pendanaan program ini 

menunjukkan komitmen pemerintah daerah 

dalam memberdayakan perempuan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pendanaan dari pemerintah daerah juga 

memungkinkan adanya fleksibilitas dalam 

perencanaan dan pengelolaan program, 

sehingga kebijakan yang diterapkan dapat 

lebih relevan dengan kondisi sosial dan 

ekonomi masyarakat setempat. 

e. Material 

Pihak dinas telah menyediakan berbagai 

fasilitas untuk mendukung kelancaran 

program. Bantuan yang diberikan mencakup 

berbagai peralatan yang menunjang aktivitas 

ekonomi dan kemandirian peserta. Dengan 

adanya dukungan ini, peserta tidak hanya 

memperoleh pengetahuan, tetapi juga 

kesempatan untuk menerapkan keterampilan 

dalam kegiatan yang dapat memberikan 

dampak ekonomi positif bagi mereka. Selain 

itu, penyediaan fasilitas ini menunjukkan 

adanya komitmen dari pemerintah dalam 

mendukung pemberdayaan perempuan 

secara konkret. Bantuan yang diberikan 

tidak hanya bersifat sementara, tetapi 



dirancang untuk menciptakan dampak 

jangka panjang dengan membantu peserta 

membangun usaha mandiri. Sehingga para 

peserta dapat lebih berdaya dalam 

kehidupan sosial dan ekonomi.  

Kesimpulan 

      Penelitian ini menunjukkan bahwa 

program Sekolah Perempuan Capai Impian 

dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) di Kelurahan 

Mustikasari telah berjalan dengan baik 

berkat adanya kolaborasi yang efektif antara 

berbagai stakeholder. Secara keseluruhan 

Indikator dalam collaborative governance 

sudah cukup baik. Walau keterlibatan sektor 

swasta dan lembaga pendidikan masih 

belum ada, padahal dapat menjadi elemen 

penting dalam memperluas cakupan dan 

keberlanjutan program. 

  Secara keseluruhan, program 

Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-

Cita (Sekoper Cinta) di Kelurahan 

Mustikasari berhasil meningkatkan kapasitas 

dan pemberdayaan perempuan. Namun 

program ini masih menghadapi tantangan 

dalam keberlanjutan dan efektivitas jangka 

panjang. 

Rekomendasi 

1. Dalam rangka untuk memperbaiki 

dan meningkatkan kolaborasi 

program Sekolah Perempuan Capai 

Impian dan Cita-Cita (Sekoper 

Cinta). Berikut merupakan 

rekomendasi yang dapat dilakukan 

oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Bekasi:  

a. Pemerintah harus menjalin 

kemitraan lebih erat dengan 

sektor swasta melalui 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) untuk 

mendukung pendanaan, 

sarana pendukung bagi 

peserta program, dan 

penguatan kapasitas 



fasilitator melalui pelatihan 

yang lebih intensif. 

b. Pemerintah harus menjalin 

kemitraan lebih erta dengan 

lembaga pendidikan untuk 

berkontribusi dalam bentuk 

penelitian, pengabdian 

masyarakat, pemberian 

pelatihan, dan menyediakan 

akses ke bahan ajar/modul. 

c. Perlu dilakukan pelatihan 

berkelanjutan yang berbasis 

kebutuhan masyarakat, 

seperti pelatihan 

kewirausahaan, manajemen 

keuangan, serta pemasaran 

digital agar para peserta dapat 

lebih mandiri secara 

ekonomi. 

1. Dalam rangka untuk memaksimalkan 

faktor pendorong dan meminimalkan 

faktor penghambat Collaborative 

Governance dalam Sekolah 

Perempuan Capai Impian dan Cita-

Cita (Sekoper Cinta). Berikut 

merupakan rekomendasi yang dapat 

dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Bekasi:  

a. Perlu diadakan pelatihan 

secara berkala terhadap 

fasilitator sesuai dengan 

perkembangan program serta 

melakukan mekanisme 

evaluasi kualitas terhadap 

fasilitator. 

b. Perlu adanya strategi berupa 

meningkatkan insentif dan 

kesejahteraan bagi fasilitator. 

Kedua, melakukan 

perekrutan dan pelatihan 

fasilitator baru secara 

berkala. Ketiga, perlu adanya 

evaluasi menyeluruh terhadap 

faktor-faktor yang 



menyebabkan pengunduran 

diri fasilitator. 
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